SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2),
Pasal 9 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu .
Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

%

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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No

Bidang/Jenis

Cakupan Kewenangan Penandatanganan

Kepala BPTSP

Kepala KPTSP

Kepala Satlak
PTSP
Kecamatan

Kepala Satlak
FTSP Kelurahan

Ket.

21.1zin Usaha Persusuan

v

22.Rekemendasi Import Produk
Hewan

v

23.Rekomendasi Teknis
Kesmavet

%

24.Rekomendasi Instalasi
Karantina Produk Hewan
Sementara

25. Sertifikat Nomor Kontrol
Veteriner

26.Surat Keterangan Kesehatan
Produk Hewan

27.Rekomendasi Import Bahan
Baku Pakan Ternak

28.Rekomendasj Import Pakan -
Hewan Kesayangan

29.Rekomendasi Usaha
Pengolahan Tulang dan Bulu
Ayam

[ T R TR

30.Rekomendasi Instalasi
Karantina Pakan Hewan
Sementara

N

X. | Perdagangan
1. Surat Izin Usaha Perdagangan Skala Usaha | Skala Usaha kecil, | Skala Usaha Mikro
(SIUP) Menengah, Besar | dengan kekayaan | dengan kekayaan
’ derigan kekayaan 7| bersih bersih <
bersih > | Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-
Rp.500.000.000,- s.d. _ Tidak termasuk
Tidak termasuk | Rp.500.000.000,- bangunan dan

usaha

bangunan dan tempat

Tidak termasuk
bangunan dan
tempat usaha

tempat usaha
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Cakupan Kewenangan Penandatanganan

No Bidang/Jenis | KepalaSatlak | (o014 satlak Ket.
Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan
. : Kecamatan g
2. Surat Izin Usaha Perdagangan v
Minuman Beralkohol (SIUP-
MB) g
3. Tanda Daftar Perusahaa v
(TDP) .
4. Tanda Daftar Gudang (TDG) il
5. Angka Pengenal Importir (API) v
6. Surat Keterangan Asal (SKA) - 9
7. Surat Tanda Pendaftaran v
Waralaba (STPW)
8. lzin Penyelenggaraan Usaha >2000 m2 200-2000 m2 <200 m2
Perpasaran Swasta
9. Perpanjangan lzin >2000 m2 200-2000 m2 <200 m2
Penyelenggaraan Usaha
Perpasaran Swasta
Y. | Perindustrian
1. lzin Usaha Industri (1UI) Nilai investasi | Nilai investasi
perusahaan >. Rp. | perusahaan
10.000.000.000,- Rp.200.000.000,-
tidak termasuk tanah | s.d. Rp
dan bangunan tempat | 10.000.000.000,-
usaha : tidak termasuk
: tanah dan
bangunan tempat
usaha
2. Tanda Daftar Industri (TDI) Nilai investasi
perusahaan
< Rp.200.000.000,-
tidak termasuk
tanah dan’
bangunan tempat
usaha

3. lzin Perluasan
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Cakupan Kewenangan Penandatanganan

No Bidang/Jenis Kepala Satlak Ket.
g Kepala BPTSP | Kepala KPTSP PTSP B el
Kecamatan
Z. | Pembangunan
1. 1zin Tempat Usaha Luas lahan > 200 Luas lahan 100 |{e Luas Iahan <
berdasarkan Undang-Undang m? m? s.d. 200 m? 100 m?
Gangguan Skala usaha Skala usaha [ e Skala usaha
menengah, besar kecil mikro
2. Daftar Ulang Izin Tempat Luas lahan > 200 Luas lahan 100 |e Luas lahan <
Usaha berdasarkan Undang- m? m? s.d. 200 m® 100 m?
Undang Gangguan Skala usaha | « Skala usaha | e Skala  usaha
menengah, besar kecil mikro
3. izin perluasan tempat usaha Luas lahan > 200 Luas lahan 100 |e Luas Jlahan <
berdasarkan undang-undang m? m? s.d. 200 m* 100 m?
gangguan; Skala usaha Skala usaha | e Skala usaha
menengah, besar kecil mikro
4. Penggantian Surat Izin Tempat Luas lahan > 200 Luas lahan 100 |« Luas lahan <
Usaha berdasarkan Undang- m? m? s.d. 200 m? 100 m?
Undang Gangguan Karena Skala usaha Skala usaha | e Skala usaha
Hilang/Rusak - menengah, besar kecil mikro
5. Balik Nama/Ganti Merk Surat Luas lahan > 200 Luas lahan 100 |e Luas lahan <
Izin Tempat Usaha m? m?s.d. 200 m? 100 m?
berdasarkan Undang-Undang Skala usaha Skala usaha | ¢ Skala usaha
menengah, besar kecil mikro

Gangguan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO




